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ABSTRAK 
Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, 
namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa 
liar yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut 
adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. 
Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di 
Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesaia telah 
dirumuskan dalam pasal 21 ayat (2) huruf a da b Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang 
dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam 
menangani kasus perdagangan liar. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 
penekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Analisis data pada penelitian ini 
adalah akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mendepenelitiankan serta 
menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan suatu 
interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara 
berfikir induktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 
Hasil penelitian dan pembahasan berupa (1) bahwa terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dikarenakan yang dilakukannya 
adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Jo pasal 40 
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdakwa telah cakap hukum, tidak ada alasan 
pemaaf, terpenuhi unsur kesalahan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat 2 
alat bukti yaitu yuridis berdasarkan pancasila dan non yuridis yaitu teori pendekatan 
keilmuan hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus harus 
dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga 
putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  
      
Kata kunci : Petanggungjawaban Pidana , Pelaku, Jual Beli. 
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PENDAHULUAN 
Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan 
bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.1 Sumber daya 
alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam 
berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau 
biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-
unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya 
alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan 
membentuk ekosistem. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya    kira-kira    10%    dari    
semua    makhluk   yang   hidup   dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia. Salah satu 
yang menjadikan ciri keunikan Indonesia di bidang keanekaragaman hayati adalah 
keanekaragaman satwanya. 
Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di 
Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual dipasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan 
hasil penangkaran. Yang dimaksud dengan perdagangan satwa secara liar adalah merupakan 
perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian 
masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar, baik 
memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan 
yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di 
pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum 
tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional.    
Maraknya perdagangan satwa liar disebabkan oleh faktor lemahnya penegakkan hukum 
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga lemahnya kesadaran masyarakat akan 
satwa.Pengetahuan yang kurang dan nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa dilindungi 
tersebut juga menjadi penyebab masih maraknya perdagangan liar hingga saat ini. Perbuatan 
tersebut sangat merugikan bagi Negara dan telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan 
Negara. Perdagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan, yang telah 
melanggar ketentuan yang ada pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.   
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisitemnya, sudah secara tegas diterangkan mengenai 
sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertera dalam pasal 40 
ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan 2, yaitu melakukan 
kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta pasal 33 ayat 3 yaitu, 
melakukan kegitan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari 
taman nasional,taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap satwa dari pedagangan liar, 
selain terdapat undang-undang maupun aturan lain yang mengatur tentang hal tersebut, 
pemerintah ataupun aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah maupun 
aparatur penegak hukum dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar memerlukan 
kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintah yang berkaitan 
dengan perlindungan satwa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tempat rehabilitasi satwa hasil 
operasi yang dilakukan oleh pemerintah dari kasus perdagangan liar.  
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PEMBAHASAN 
A.  Konsep Negara Hukum, Perlindungan Hukum dan Efektivitas      Hukum  
1. Konsep Negara Hukum  
Negara Hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun 
mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.Sesuai dengan namanya, Negara 
hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahannya. Hukum yang dijalankan bersifat adil dan baik serta dapat membatasi 
tindakan dari pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Dalam sebuah negara hukum, alat-
alat negara menggunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan 
dengan cara yang ditentukan hukum tersebut.Negara Hukum atau dikenal dengan istilah 
rechtsstaat maupun the rule of law, walaupun keduanya berasal dari 2 (dua) tradisi yang 
berbeda. Paham rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum  Eropa Kontinental. 
Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan 
yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, 
yang juga mengikat pihak yangmemerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat 
bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea 
hukum.  Jadi Pengertian Negara hukum adalah Negara yang didalamnya menjalankan suatu 
tindakan yang didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang sudah ada. Dengan demikian, 
tugas Negara ialah menjalankan kesadaran hukum didalam suatu bentuk peraturanperaturan 
hukum yang berlaku serta juga harus ditaati oleh tiap-tiap warga negaranya .   
a. Ciri Negara Hukum  
Ciri Negara Hukum yaitu sebagai berikut : (1) Adanya Undang-Undang Dasar atau 
Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. (2) 
Adanya pembagian Kekuasaan Negara. (3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan 
rakyat 
b. Konsep Dasar Negara Hukum  
Unsur-unsur dari Negara Hukum adalah : (1) Perlindungan hak-ha asasi manusia, (2) 
Pemisahan atau pembagian kekuasaan,(3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, (4). Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
  
2. Konsep Perlindungan Hukum  
Pada dasarnya manusia dan Satwa terlahir sebagai mahkluk ciptaan Tuhan yang Maha 
Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak 
untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa 
perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui 
peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya.Permasalahan 
perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum 
oleh masyarakat yang notabene merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam 
ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum 
merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum 
(legal attitude) diartikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu 
penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika 
hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum 
yang sesuai dengan nilainilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat mampu 
menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya, dan suatu bentuk perlindungan 
hukum mampu terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu 
sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita perlindungan hukum yang 
bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan 
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keamanan dalam masyarakat.Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan 
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas 
kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 
membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.8  Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan 
hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang 
memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung 
sehingga bentuk   perlindungan  hukum   terhadap   satwa   harus  ditegaskan   dan dijalankan 
secara nyata.  
 
3. Konsep Efektivitas Hukum  
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 
kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari 
penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait,   yaitu karakteristik atau dimensi 
dari objek sasaran yang dipergunakan. 
Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 
mengukur sejauh aman aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum 
ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan 
aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif 
Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 
(lima) faktor, yaitu :  
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)  
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun  
 menerapkan hukum  
c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegak hukum  
d. Faktor masyarakat yaitu dimana hukum tersebut berlaku di lingkungan masyarakat  
e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 
manusia dalam pergaulan hidup .Kelima faktor diatas sangat berkaitan erat karena merupakan 
esensi dari penegak hukum, dan merupakan tolak ukur untuk mengetahui sebuah peraturan 
efektif atau tidaknya.  
 
B. Pengaturan Satwa Liar Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Satwa liar telah 
menimbulkan kerusakan multi dimensi, yang mencakup kerusakan ekosistem, kepunahan 
jenis endemik, ancaman penyakit, timbulnya akibat ekonomi. Kerusakan ekosistem dalam 
kejahatan satwa liar, pelaku kejahatan telah mengancam kerusakan ekosistem pada kawasan 
hutan, hal ini bisa terjadi karena pelaku dalam melakukan kejahatannya tidak jarang masuk 
hingga jauh kedalam kawasan hutan hingga memasuki kawasan zona inti dari taman nasional. 
Seringkali pelaku menebang tumbuhan liar secara sembarangan, dan atau mengambil sarang 
dari satwa dilindungi secara sembarangan.Kerusakan ekosistem ini juga bisa terjadi karena 
terputusnya rantai kehidupan dari satwa yang tumbuh dikawasan hutan. Tidak jarang, satwa 
yang diburu adalah satwa yang memiliki posisi pemangsa utama. Dengan hilangnya peran 
pemangsa utama di alam liar, maka populasi pada satwa ditahap bawahnya tidak terkontrol 
proses makan memakan, sehingga dapat terjadi kelebihan populasi yang berujung pada 
rusaknya ekosistem, bahkan kepunahan. Selain itu juga perdagangan satwa liar secara 
gelap/ilegal di pasar-pasar satwa kota-kota besar berpotensi menyebarkan penyakit satwa liar 
kepada satwa lain, dan bahkan berpotensi menularkan penyakit kepada manusia. Dibutuhkan 
terobosan hukum dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan tumbuhan 
dan satwa liar ini. Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan ketentuan dalam perundang-
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undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
 
C. Telaah terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1990 dan peraturan pemerintah nomor 7 
tahun 1999  
1. Pengertian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Menurut Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1990  
Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya 
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 1990. 
Konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare 
(keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya 
(keep/save what you have), namun digunakan secara bijaksana (wise use). Pengertian 
konservasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 
tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah : 
"Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya 
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya."  
Konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu : 
a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,  
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta  
ekosistemnya, dan  
c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,   
Dalam konteks ini konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity)   merupakan    
bagian    tak    terpisahkan    dari   pengertian  konservasi sumberdaya alam hayati.   
Pengertian Sumber Daya Alam berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan 
mempunyai nilai dalam kondisi dimana pada saat menemukannya. Tidak dapat dikatakan 
Sumber Daya Alam apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga 
tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar 
dibanding permintaannya sehingga dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu 
dikatakan Sumber Daya Alam apabila memenuhi 3 syarat yaitu Sesuatu itu ada, dapat diambil 
dan bermanfaat. Pengertian Sumber Daya Alam mempunyai sifat dinamis, dalam arti peluang 
sesuatu benda menjadi sumberdaya selalu terbuka. Pemahaman mengenai Sumber Daya 
Alam akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, Sumber 
Daya Alam dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi yaitu : 
a. Sumberdaya Lahan   
b. Sumberdaya Hutan  
c. Sumberdaya Air  
d. Sumberdaya Mineral   
1. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999   
Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya yang terdiri dari sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati dan 
ekosistemnya. Sumber daya alam hayati tersebut dapat dijadikan salah satu modal dasar 
pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Agar sumber dayaalam hayati yang 
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan modal dasar pembangunan nasional Indonesia 
tersebut tidak cepat punah sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat, maka sumber daya alam hayati tersebut perlu dikonservasikan melalui kegiatan 
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya. Mengingat akan kepentingan-kepentingan tersebut diatas, dan sebagai 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
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Alam Hayati dan Ekosistemnya dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan 
pengawetan jenis tumbuhan dan satwa diperlukan peraturan perundang-undangan berbentuk 
peraturan pemerintah. Sistem klasifikasi perlindungan satwa sampai saat ini telah 
dikembangkan oleh banyak pihak, baik bersifat nasional maupun internasional.Di Indonesia, 
daftar spesies dilindungi telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana 
tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 
Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan diberlakukan sitem perlindungan pada level Nasional 
dan Internasional ini, maka satu jenis satwa dapat memilki satu atau bahkan dua status 
perlindungan sekaligus, baik perlindungan pada level nasional maupun internasional.  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, suatu jenis   tumbuhan  dan  satwa  
wajib   ditetapkan   dalam   golongan   yang  dilindungi apabila telah memenuhi kriteria 
sebagai berikut : 
1. Mempunyai populasi yang kecil;  
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;  
3. Daerah penyebaran yang terbatas.  
Karena ciri-ciri yang rentan tersebut, maka satwa-satwa tersebut perlu diawetkan. 
Pengawetan ini bertujuan untuk :  
1. Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;  
2. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan  
dan satwa;  
3. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.  
Kemampuan suatu populasi untuk berkembang bergantung pada keseimbangan antara 
kemampuan reproduksi dan kondisi-kondisi alam yang mempengaruhinya. Pada kondisi 
lingkungan yang paling mendukung,  
Keseimbangan populasi akan tercapai pada saat daya dukung habitatnya terpenuhi. 
Populasi suatu jenis dapat terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang dapat disebut 
sebagai sub populasi yang mempunyai keseimbangan tersendiri dengan habitat dan 
lingkungannya.  
 
D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP   PELAKU 
PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR   
1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana  
Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai Criminal 
Responsibilaity atau Criminal Liability. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk 
menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana 
yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa 
mampu bertanggungjawab, maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut 
memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya 
apakah tindakan terdakwa ada alasan pembenar atau pemaaf atau tidak. . 
Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan 
yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu 
dipertanggungjawbakan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus 
jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan 
terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung 
pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu 
atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.  
Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu, percobaan dan penyertaan, hanya 
dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja, yaitu 
apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan 
pidana.  
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2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 
ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990   
Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 
ilegal satwa liar, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tindak pidana 
perdagangan ilegal. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber   Daya   
Alam   Hayati   dan   Ekosistemnya   Pasal   21  ayat   (2)  menjelaskan bahwa setiap orang 
dilarang untuk : 
a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpa, memiliki,  
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang  
dilindungi dalam keadaan hidup.  
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan  
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.  
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia  
ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.  
d. Memperniagakan, menyimpanatau memiliki kulit, tubuh atau bagian  
bagian lain satwa yangdilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian 
satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam 
atau di luar Indonesia.  
Undang undang yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana dituang didalam 
Pasal 40 ayat (2) dan (4).  
a. ayat 2   
“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus  
juta rupiah).   
b. ayat 4   
“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :  
1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar 
yang dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, termasuk dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun 
Keputusan Presiden. Perlindungan terhadap satwa liar tersebut bahkan juga telah 
dirumuskan dalam berbagai bentuk konvensi-konvensi internasional. Penjelasan yang 
dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan tersebut juga telah menjangkau segala 
jenis dan bentuk-bentuk tindak pidana yang diancamkan disertai dengan sanksi-sanksi 
pidananya. Fakta-fakta dilapangan namun justru menunjukkan bahwa penegakkan 
hukum yang diharapkan dengan adanya berbagai peraturan perundang undangan tersebut 
belum maksimal. Perdagangan terhadap satwasatwa liar baik yang sudah mati maupun 
yang masih hidup di berbagai daerah masih terus terjadi bahkan semakin menunjukkan 
kenaikan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan satwa   liar tersebut yang 
semakin hari justru semakin marak. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi 
kelestarian satwa liar di Indonesia. Maraknya perdagangan satwa liar disebabkan oleh 
faktor lemahnya penegakkan hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
juga lemahnya kesadaran masyarakat akan satwa.  Bentuk Perlindungan Hukum terhadap 
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satwa liar yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 
yaitu : “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   
2. Dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
perdagangan ilegal satwa liar yang dilakukan oleh Amung Sunarya Bin Tata Suharta, 
yaitu selain memperhatikan barang bukti, memperhatikan keterangan saksi, 
memperhatikan keterangan ahli, serta memperhatikan pembelaan terdakwa, tuntutan 
pidana dari penuntut umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terlebih 
dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 
pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :     
➢ Hal yang memberatkan :  
a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah.  
➢ Hal yang meringankan :  
a.Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang perbuatannya, 
menyesal dan berjanji tidak akan    mengulangi lagi.  
b.Terdakwa tidak pernah dihukum.  
c.Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus    menafkahi anak-
anaknya.    
3. Majelis Hakim yang menangani perkara dengan Register Nomor 48/Pid.B/LH/2017/PN-
Mjl setelah memperhatikan berkas perkara  yang ada, mendengar keterangan ahli, 
mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti. Pada hari Senin, 
tanggal 08 Mei 2017 menjatuhkan pidana dengan amar putusan sebagai berikut :  
a. Menyatakan Terdakwa Amung Sunarya Alias Among Praja Bin Tata Suharta 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Menangkap, Menyimpan dan Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 
keadaan hidup”.  
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka 
diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.  
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.  
d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
e. Menetapkan barang bukti berupa :  
  8 (delapan) ekor Kukang Jawa (nycticebus cp);  
“Dikembalikan keapada Balai Besar Konservasi Sumber  
 Daya Alam Jawa Barat untuk dilepaskan ke habitatnya”.  
▪     2 (dua) buah keranjang warna putih;  
▪ 1 (satu) unit penerang;  
▪ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Young 1 warna Silver dengan Nomor Sim 
Card 089 517 503 976;  
“Dirampas untuk dimusnahkan.”  
f. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
g. sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);      
